PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1959
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT
YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK

Menimbang :

Mengingat

INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ggji, biaya perjalanan, biaya penginagpan dan lain-lain
tunjangan bagi Presiden, Wakil Presiden dan Peabat yang
menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia (sebagai
yang dimaksud dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957), kini
masih diatur dalam pelbagai Peraturan Pemerintah;

. bahwa dianggap perlu untuk menyusun semua ketentuan yang

berhubungan dengan kedudukan keuangan jabatan - pejabat tersebut

dalam suatu Undang-undang;

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun
1950 No. 15);

. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 68),

. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun

1957 No. 23),

. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun

1958 No. 7).

. Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

f. Undang-undang ...
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f. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957
No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

|. Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam :

a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun
1950 No. 15);

b. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara
tahun 1950 No. 68);

c. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara
tahun 1957 No. 23);

d. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun
1958 No. 7);

yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

I1. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG
MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1.
Tentang jumlah ggji Presiden dan Wakil Presiden.
(1) Presden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut Presiden - mendapat gaji sgumlah Rp.
5.500,- (limaribu limaratus rupiah) sebulan.

(2) Wakil ...
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(2) Wakil Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut Wakil Presiden - mendapat gaji sgjumlah
Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) sebulan.

Pasal 2.

Tentang tunjangan-kemahal an dan tunjangan-keluarga.

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas, kepada Presiden dan Wakil
Presiden diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri

Republik Indonesia.

Pasal 3.
Tentang pembiayaan keperluan rumah tangga,

rumah kediaman dan aat kendaraan.

(1) Selama masa memangku jabatannya, untuk Presiden dan Wakil
Presiden masing-masing disediakan uang di dalam Anggaran Belanja
Negara, guna membiaya segala perongkosan yang perlu untuk
rumah tangga Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing- masing
disediakan gedung-gedung kediaman jabatan Negara beserta
perlengkapannya dan sebuah/lebih kendaraan mobil dengan

pengemudinya atas tanggungan Negara.

Buat melayani dan memelihara gedung-gedung kediaman dan
pekarangannya, dipekerjakan pegawai-pegawal secukupnya atas
tanggungan Negara.

Pasal 4 ...
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Pasal 4.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan

jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing-masing
disediakan uang di dalam Anggaran Belanja Negara, guna membiayai
segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan
kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos
pengingpan. Dari persediaan uang itu tiap-tiagp bulan dibuat

perhitungannya.

Pasal 5.
Tentang biaya kematian.
Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, baik di dalam menunaikan
tugas ataupun tidak di dalam menunaikan tugas dan dimanapun juga,
maka segala biaya untuk pengafanan, pengangkutan dan pemakaman
ditanggung oleh Negara.

Pasal 6.

Tentang gaji, pembiayaan keperluan rumah tangga,
biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain
tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan
pekerjaan jabatan Presiden.

(1) Pgabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, untuk
selanjutnya dapat disebut Pejabat Presiden yang dimaksud dalam
pasal 1. ayat 1 Undang-undang No. 29 tahun 1957, selama masa
menjalankan pekerjaan itu tetap mendapat gaji, rumah kediaman dan
mobil dengan perlengkapan dan perongkosan pelayanan dan
pemeliharaannya seperti yang berlaku bagi Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat.

(2) Pejabat ...



